BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan

Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penghunian dan

Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah

Dusturiyah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Implementasi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Penghunian dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan dilakukan melalui
beberapa tahap, yaitu sosialisasi, penentuan penerima, pemanfaatan rumabh,
serta pengawasan dan evaluasi. Pemerintah memberikan informasi
mengenai program kepada masyarakat, melakukan pendataan dan
verifikasi penerima sesuai kriteria, serta memastikan rumah digunakan
sebagai tempat tinggal dan mendukung kegiatan ekonomi keluarga.
Pemerintah juga melakukan pengawasan agar rumah digunakan sesuai
dengan aturan.

Pelaksanaan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 didukung
oleh beberapa faktor, yaitu dukungan pemerintah daerah, adanya aturan
yang jelas, partisipasi masyarakat, kerja sama antarinstansi, dan kebutuhan
masyarakat terhadap rumah yang layak. Faktor-faktor tersebut membantu

program berjalan dan mencapai tujuannya.



3. Pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti jumlah

rumah yang terbatas dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang
membutuhkan, masih adanya masyarakat yang belum memahami aturan
program, pengawasan yang belum maksimal, pendapatan nelayan yang
tidak tetap, serta partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan Peraturan
Walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2023 pada dasarnya telah sesuai
dengan prinsip keadilan (al-'adl), amanah, maslahah, dan tanggung jawab
pemerintah. Program Rumah Khusus Nelayan memberikan manfaat bagi
masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang lebih layak dan
mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, pemerintah tetap
perlu meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan agar program dapat
berjalan lebih baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak

masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saya sebagai penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1.

Bagi Pemerintah Kota Bengkulu

Pemerintah Kota Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan
sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan penghunian dan
pemanfaatan rumah khusus nelayan sehingga masyarakat dapat memahami

hak dan kewajibannya sebagai penerima manfaat program. Selain itu,



pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan secara berkala untuk
memastikan bahwa rumah yang telah diberikan dimanfaatkan sesuai
dengan tujuan program.

Bagi Instansi Pelaksana

Instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program rumah
khusus nelayan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan
pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat dalam proses pendataan,
pengawasan, serta evaluasi program. Koordinasi yang baik akan
membantu mengurangi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan
kebijakan.

Bagi Masyarakat Penerima Manfaat

Masyarakat penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan rumah
khusus nelayan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga
kondisi rumah agar tetap layak digunakan dalam jangka panjang. Selain
itu, masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam mendukung
keberhasilan program melalui kerja sama dengan pemerintah dan
lingkungan sekitar.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian ke
wilayah atau program rumah khusus nelayan lainnya di Kota Bengkulu
maupun daerah lain, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed
method untuk mengukur secara lebih terukur tingkat efektivitas dan

dampak program terhadap kesejahteraan nelayan. Selain itu, penelitian



lanjutan juga dapat mengembangkan Kkajian perbandingan (studi
komparatif) dengan kebijakan perumahan nelayan di kota lain guna
memperkaya khazanah keilmuan di bidang kebijakan publik dan siyasah

dusturiyah.
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